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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

. bahwa dengan terbitnya Kepu’ruson Menteri Dalam Negeri Nomor 65

Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 07 Tahun 2003 téntang Pajak Penerangan Jalan
maka Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan ketentuan
yang berlakuy; ‘

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Penerangan Jalan; ‘

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 15‘Tohun 1995 tentang Ketenaga Listrikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);




5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139),Sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang

¥ perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ;

- 6. Undong—undong Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
. Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
¢ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-ungangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4384); \

9. Undang-undang NomOr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il bKompor Nomor 14
Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat Il Kabupaten Daerah Tingkat
I Kampar. '

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ?DAE;RAH'KABUPATEN KAMPAR

~ dan
BUPATI KAMPAR
| MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

~ BABI
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar. :

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan
BUMD Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol, atau Organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik  untuk
menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah
Daerah.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah
iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau Badan atas
penggunaan tenagas listrik.

. Tenaga Listrik adalah satu  bentuk energi sekunder yang

dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala
macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi.

Penyediaan Tenaga Listik adalah Pemanfaatan tenaga listrik mulai
dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut PLN adalah BUMN
yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Pajak yang terutang,
termasuk pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu.

Instansi/Unit Kerja Pemungut adalah Instansi/ Unit Kerja Pemerintah
Kabupaten Kampar yang ditunjuk sebagai pemungut dan Unit
Kerja lainnya yang ikut membantu terlaksananya pungutan
Daeranh. ' :

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Pajak dalam memanfaatkan Penerangan Jalan.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah Surat yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran Pajak, objek pajak
dan atau bukan cbjek pajak dan/atau harta dan kewajiban
menurut Peraturan Ferundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas
Daerah atau ’rempa’r lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Keietopon Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak ycmg terhutang.

Surat Kefe’rcpon Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari  pajak yang terutang atau tidok seharusnya
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan Kredit Pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD
adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputuson Keberatan adalah surat keputusan atus keberatan
terhodcp ketetapan Pujak Daerah, Surat Ketetapan F.i;ak Daerah
Kurang Bayar, Suiui Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil natau terhadap
pemototongan atau pemungu’ron oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh waijib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan wuntuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewdijiban
perpajakan Daerah dan unfuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan
Perpajakan Daerah. «



